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ABSTRAK

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh satuan poisi pamong praja 
terhadap gepeng merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur di dalam KUHP. 
Tindak pidana penganiayaan tersebut dapat berupa seperti pemukulan yang dapat 
menyebabkan luka-luka pada tubuh baik itu berupa luka ringan maupun luka berat 
hingga menyebabkan kematian pada korban dalam hal ini adalah gepeng.

Dalam skripsi ini membahas beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimana 
pertanggung jawaban pidana polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana 
penganiayaan terhadap gepeng menurut KUHP dan (2) Bagaimana perlindungan 
hukum terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai korban penganiayaan. 
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di dalam skripsi 
adalah mengunakan penelitian yuridis empiris, dengan tujuan untuk mengkaji hukum 
positifhya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, 
menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang 
pertanggungjawaban tindak pidana pelaku penganiayaan dan akibat hukumnya 
terhadap polisi pamong praja yang melakukan penganiayaan terhadap gepeng 
(gelandangan dan pengemis). Kemudian secara keseluruhan dilakukan analisis bahan 
penelitian secara content analysis.

Pertanggung jawaban pidana terhadap, anggota satuan polisi pamong praja 
yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng diatur di dalam pasal 
351 KUHP serta pemberhentian anggota satuan polisi pamong praja yang terbukti 
melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng hal ini sesuai dengan PP no 
6 tahun 2010 tentang satuan pol pp pasal 6.

Perlindungan hukum terhadap gepeng sebagai korban penganiayaan yang 
dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja dapat berupa pemberian restitusi, 
pelayanan medis, pemberian bantuan hukum, pemberian informasi.

Keyword: Tindak pidana penganiayaan, Pertanggungjawaban pidana, Satuan polisi 
pamong praja, Gepeng (gelandangan dan pengemis).
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi1, maka dalam Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
2

lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Semakin besar penerapan asas desentralisasi pada daerah, semakin luas urusan 

pemerintah yang diatur masing-masing daerah, sebaliknya semakin besar penerapan- 

penerapan asas dekonsentrasi3 akan semakin kecil penerapan asas desentralisasi, 

maka semakin kecil pula urusan pemerintahan yang diatur oleh masing-masing 

daerah.4 Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang 

telah dibuat, Pemerintah daerah sangat memerlukan suatu sistem perangkat 

pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

yang

'Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat 
atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah —Reformasi,Perencanaan,Strategi, 
Dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 17.

3Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Ujang Bahar, Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya 
Berasal Dari Luar Negeri, Jurnal Hukum Bisnis, 2007, hlm.49.



2

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah kepada daerah, sangat 

memposisikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional,

adil dan merata. Dalamdalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat yang 

persoalan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka perundang-undangan 

sangatlah strategis, dimana khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan 

peraturan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.5

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi 

tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur 

daerah yangberfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di 

daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas menjalankan dari pelaksanaan

pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).Sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah,bahwa untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Yang disebutkan dalam Pasal 148 dan 149 UU N0. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yaitu :

Muhammad Sapta Murti, “ Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundang- 
undangan Lainnya ”, http://www.dipp.depkumham.go.id/index.php , diakses Jam 21.30 27 Oktober 
2012, hlm. 1.

http://www.dipp.depkumham.go.id/index.php
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Pasal 148:

1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk 

satuan polisi pamong praja.

2) Pembentukan dan susunan struktur organisasi satuan polisi pamong praja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 149:

1) Anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai 

negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda 

dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.

3) Dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas 

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.

Adapun wewenang dari satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Pasal 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong 

Praja:
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Polisi Pamong Praja berwenang :

(1) Melakukan tindakan represif non yustisial6 terhadap warga masyarakat atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah;

(2) Menindak warga masyarakat, aparatur negara, atau badan hukum yang 

mengangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(3) Memfasilitasi dan pemberdayakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan 

hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan 

kepala daerah; dan

(5) Melakukan tindakan administratif kepada masyarakat, aparatur, atau badan 

hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala

daerah.

Dalam melakukan wewenang tersebut polisi pamong praja sering sekali melakukan 

kekerasan dalam menertibkan ketertiban umum dimana polisi pamong praja 

melakukan penganiyaan terhadap gepeng (gelandangan pengemis). Gelandangan 

adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai tempat tinggal dan 

pekerjaan tetap serta mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai

Non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka 
menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran 
peraturan daerah dan/atau peraturan pelaksanaanya di luar pengadilan.
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dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, Pengemis adalahseseorang 

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan 

berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, Gepeng 

adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.7 Dampak dari 

gelandangan dan pengemis menimbulkan banyak sekali masalah sosial ditengah 

kehidupan masyarakat pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Dengan berkembangnya gepeng maka diduga akan memberi 

peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya 

menganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional
o

tidak dapat terlaksana.

yang

Dengan adanya berbagai masalah sosial yang diakibatkan oleh keberadaan

gepeng di daerah maka dibutuhkan kinerja Sat Pol PP dalam menanggulangi gepeng 

tersebut. Tidak jarang Sat Pol PP menggunakan kekerasan dalam menertibkan gepeng 

hal ini dapat dilihat dari kasus diantaranya adalah :

1. Sori Muda Pane (22) Sori yang sedang libur kuliah berencana

tambahan mengamen di lampu merah membantu bayaran kuliah, sampai di

7http://rehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=515,diaksesJam
10.00 WIB, 24 Desember 2012

shttp://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1066,diaksesJam
10.00 WIB, 24 Desember 2012

mencari

http://rehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=515,diaksesJam
http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1066,diaksesJam
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bermodalkan hanya gitar ia pun mulai mengamen layaknya pengamen 

jalanan, kata Sori. Baru saja menyanyikan sebuah lagu mendadak tujuh 

petugas Satpol PP berpakaian lengkap langsung menyeret dan memukuli 

membuatnya terjatuh ke jalan. Tanpa belas kasihan, dalam kondisi terjatuh ke 

tujuh oknum Satpol PP yang mengamuk membabi buta tetap memukulinya. 

Walau berusaha memberi tau dirinya bukan gelandangan dan pengemis, tidak 

membuat ketujuh oknum Satpol PP berhenti memukulinya. “Sudahku perjelas 

sama mereka aku bukan gepeng tapi mereka terus menyeret dan memukuliku 

hingga sakit semua badan ini bang,” kata Sori menahankan rasa sakit 

badannya yang mengalami luka dan mem.9

2. Penangkapan & pembuangan ke hutan, 20 gelandangan dan pengemis

sana,

(gepeng) Nganjuk, 20 gelandangan dan pengemis (gepeng) berusia lanjut

yang tertangkap razia satuan Pol PP di Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (6/2).

Setelah tertangkap razia, mereka bukannya dibawa ke panti rehabilitasi untuk 

dilatih, tetapi dibuang ke pinggir hutan di Desa Ketawang.10

Dari kasus tersebut dapat kita lihat Perbuatan kekerasan seperti yang dilakukan Polisi 

Pamong Praja terhadap Gepeng dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan diatur 

dalam KUHP digolongkan menjadi dua yaitu :

io http//www.metro24jam.co.id/?p=656, diakses Jam 10.00 WIB, 24 November 2012.
http://news.okezone.eom/read/2008/02/07/l/81568/satpol-pp-buang-20-gepeng-ke-hutan 

diakses Jam 10.00 WIB, 24 November 2012.

http://www.metro24jam.co.id/?p=656
http://news.okezone.eom/read/2008/02/07/l/81568/satpol-pp-buang-20-gepeng-ke-hutan
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1. Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja untuk menimbulkan 

luka berat penganiayaan sebagaimana luka berat yang diterangkan dalam 

Pasal 90 KUHP."

Penganiayaan yang berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu sebagai

berikut:

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

2. Penganiayaan ringan dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan ringan jenis 

pertama bila menyebabkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 90)12, dan luka ringan ini harus berupa 

luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan 

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP berupa :

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 

jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan 

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang

"Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Penerbit PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2001, hlm. 23.

12 Ibid
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yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau 

menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Pengertian kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus 

bertentangan dengan undang-undang, baik hanya ancaman saja maupun sudah 

merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta 

benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.13

Maka dari itu perlakuan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi 

Pamong Praja tidak sesuai dengan Asas atau prinsip legalitas dengan jelas disebut 

dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada ayat a , yang berbunyi :

“ Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga 

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.14

Dalam melaksanakan penertiban dan penindakan sebagai bagian dari proses 

penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Satuan Polisi Pamong Praja 

terikat pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah agara dapat menghormati, 

melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam

2010 hl 3 ioy9riftlddin Pettanasse’ Men8enal Kriminologi, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang,

14
Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan 

Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.36

I



I

9

peraturan perundang-undangan maupun perjanjian-perjanjian internasional HAM 

yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung 

jawab dari pemerintah yaitu meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 

bidang hukum, politik negara, sosial budaya masyarakat,dan pertahanan keamanan 

negara.16

Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 281 yang berbunyi :

(l)Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran 

hati nurani, hak memilih beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi yang dihadapan hukum atau cakap, dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;

(2)Setiap orang bebas dari perlakuan dan perbuatan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;

(3)Identitas budaya dan hak masyarakat yang tradisional harus dihormati

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban ;

(4)Perlindungan, Kemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah pertanggungjawaban negara, terutama pemerintahan ;

15 Lihat Pasal 71 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
Lihat Pasal 72 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
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(5)Untuk menjalankan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- 

undangan .

Maka dalam perspektif hak asasi manusia penertiban yang dilakukan oleh aparatur 

Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan perundang- 

undangan, khususnya Perda dan Keputusan Kepala Daerah, Polisi Pamong Praja 

wajib mentaati Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan 

Polisi Pamong Praja, diterangkan bahwa :

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Pamong Praja harus :

1) menjunjung tinggi norma hukum yang diatur, norma agama, hak asasi 

manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang 

dimasyarakat;

2) Mendamaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu 

ketenteraman dan ketertiban umum;

3) melaporkan kepada Kepolisian Negara atau peyidik atas ditemukannya atau 

patut diduga adanya tindak pidana;

4) menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
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Maka dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang

Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Tindak

Pidana Penganiayaan Kepada Gepeng (Gelandangan dan Pengemis ).
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B. PERUMUSAN MASALAH

Berasaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana polisi pamong praja yang melakukan 

tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng menurut KUHP ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis 

(gepeng) sebagai korban penganiayaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana polisi pamong praja yang

melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng menurut KUHP.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis

(gepeng) sebagai korban penganiayaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik 

dan masyarakat berkaitan dengan pemahaman tentang akibat hukum 

ditimbulkan terhadap perbuatan penganiayaan polisi pamong praja terhadap 

gepeng (gelandangan dan pengemis).

yang
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b. Manfaat Praktis, memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal 

ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan sikap tindak 

dalam memberikan putusan terhadap polisi pamong praja yang melakukan 

penganiayaan terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis).

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi hanya membahas tentang 

pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan ditinjau dari KUHP dan 

perlindungan hukum terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis) sebagai korban

penganiayaan.

F. METODELOGI PENELITIAN

l.l.Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Metode 

yuridis mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, 

mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum

positif yang mengatur tentang pertanggungawaban tindak pidana pelaku 

penganiayaan dan akibat hukumnya terhadap polisi 

melakukan

pamong praja yang

penganiayaan terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis), 

sedangkan metode empiris mengenai mekanisme penyelesaian tentang
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pertanggungjawaban Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan 

terhadap gepeng.

1.2.Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber data skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang 

diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara langsung dengan 

responden.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; KUHP;

2) Bahan Hukum Sekunder berupa hasil penelitian, konsep dan teori-teori

hukum;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensiklopedia. Penelusuran data 

sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi 

informasi (internet).
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c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Palembang, di Kantor Sat Pol PP

Kota Palembang.

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi.17 Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah 

purposive sampling, purposive sampling adalah sampel yang sudah ada 

tujuannya dan sudah ada rencana sebelumnya atau sudah ada predefinisi 

terhadap kelompok-kelompok dan kekhususan khas yang dicari. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan sampel adalah :

a. Responden yaitu gelandangan dan pengemis sebanyak 5 orang.

b. Informan yaitu Staf Sat Pol PP Kota Palembang sebanyak 5 orang.

1.3.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan :

a. Studi Lapangan, yaitu dengan cara wawancara dari informan dan 

responden, dengan tehnik pertanyaan.

b. Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

literatur yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, aturan hukum,

^Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 147. 
I8Ibid.
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serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan

penulisan skripsi ini.

1.4. Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola yang terstruktur, kategori dan satuan uraian dasar.19 Sedangkan 

metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Analitis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif.

19lbid
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